MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 74 TAHUN 2021
TENTANG PERLENGKAPAN KESELAMATAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelindungan keselamatan,
mencegah dan mengurangi fatalitas akibat terjadinya
kecelakaan, memberikan kepastian hukum serta untuk
mengikuti perkembangan teknologi keselamatan
kendaraan bermotor, perlu penyempurnaan pengaturan
perlengkapan keselamatan yang harus dipasang pada
kendaraan bermotor;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74
Tahun 2021 tentang Perlengkapan = Keselamatan
Kendaraan Bermotor sudah  fidak sesuiad dengan
perkembangan  teknologi  keselamatan = kendaraan
bermotor dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diubah;

¢c.. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan
Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undaneg Undang  Nomor 39  Tahin 2008  tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 154);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 74 TAHUN 2021 TENTANG PERLENGKAPAN
KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan
Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 982) diubah sebagai berikut:



Di antara angka S dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 5a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sa.

10.

Sabuk Keselamatan adalah perangkat peralatan
yang merupakan bagian dan terpasang pada
kendaraan bermotor, yang berfungsi untuk
mencegah benturan terutama bagian kepala dan
dada dengan bagian kendaraan sebagai akibat
perubahan gerak kendaraan secara tiba-tiba.
Segitiga Pengaman adalah tanda berbentuk segitiga
dengan sisi berwarna merah yang diletakkan di
depan atau belakang kendaraan bermotor dalam
keadaan darurat di jalan.

Alat Pemantul Cahaya Tambahan adalah stiker yang
dapat memantulkan cahaya atau bersifat reflektor
yang dipasang di bagian tertentu pada kendaraan.
Fasilitas Tanggap Darurat adalah peralatan yang
disediakan pada kendaraan bermotor yang
digunakan oleh pengemudi atau penumpang pada
saat peristiwa darurat atau kecelakaan kendaraan
bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Motor
Listrik yang selanjutnya disebut Kendaraan
Bermotor Listrik adalah kendaraan yang
menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama
atau penggerak tambahan yang mendapat pasokan
listrik dari baterai atau media penyimpanan energi
listrik.

Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap
adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi
dengan rumah-rumah utuh.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor
angkutan orang yang memiliki tempat duduk
maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8
(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau
yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk
mengangkut barang.

Kereta Gandengan adalah sarana untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya
ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.



11.

12.

13.

14.

Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor
penariknya.

Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya
disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan
Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 17 diubah, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 17

Perisai kolong samping sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipasang pada Mobil

Barang, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan

dengan persyaratan:

a. tinggi bagian samping badannya berjarak lebih
dari 700 (tujuh ratus) milimeter yang diukur
dari permukaan jalan dan/atau sumbu paling
belakang berjarak lebih dari 1.000 (seribu)
milimeter diukur dari sisi terluar bagian
belakang;

b. dipasang dengan ketinggian bagian sisi bawah
dari perisai kolong ke permukaan jalan tidak
lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) milimeter
dan membentuk sudut pergi paling sedikit 8
(delapan) derajat pada bagian antara sumbu
paling belakang dengan bagian paling belakang
kendaraan yang diukur dari permukaan jalan
yang datar; dan

c. menggunakan bahan logam berbentuk persegi
panjang atau pipa.

Perisai kolong samping sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipasang bahan logam atau bukan

logam berbentuk plat, untuk mengurangi hambatan
angin guna efisiensi bahan bakar.

Pemasangan perisai kolong samping sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pada Mobil Barang, paling

besar tidak boleh melebihi atau sejajar dengan
bagian terluar dari dinding samping Mobil Barang.

Penyediaan dan pemasangan perisai kolong samping

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan oleh perusahaan karoseri Kendaraan

Bermotor.



3.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 34

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 1 memiliki
spesifikasi teknis:

a.

dapat memadamkan kebakaran paling sedikit

pada:

1. benda padat (A);

2. benda cair atau gas (B); dan

3. instalasi lisrik bertegangan (C);

bahan pemadam tidak beracun;

jumlah alat pemadam api ringan untuk kategori:

1. M1 berupa Mobil Penumpang, paling sedikit
1 (satu) buah;

2. N1, N2, N3, O1, 02, O3 dan 04 berupa
Mobil Barang, paling sedikit 1 (satu)
buah; dan

3. M2 dan M3 berupa Mobil Bus paling sedikit
2 (dua) buah;

kapasitas isi alat pemadam api ringan dengan

ketentuan:

1. paling banyak 1 (satu) kilogram untuk
Mobil Penumpang, Mobil Barang, landasan
Mobil Penumpang, dan landasan Mobil
Barang dengan JBB sampai dengan 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram;

2. paling banyak 1 (satu) kilogram untuk
Mobil Barang dan landasan Mobil Barang
dengan JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram; dan

3. di atas 3 (tiga) kilogram untuk Mobil Bus
dengan JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram;

memiliki masa kadaluarsa dan masa tanpa

perawatan paling sedikit:

1. 8 (delapan) tahun untuk Mobil Penumpang,
Mobil Barang, landasan Mobil Penumpang,
dan landasan Mobil Barang dengan JBB
sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram,;

2. 8 (delapan) tahun, untuk Mobil Barang dan
landasan Mobil Barang dengan JBB di atas
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan

3. 3 (tiga) tahun, untuk Mobil Bus dengan
JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram,;

khusus Kendaraan Bermotor Listrik harus

dilengkapi alat pemadam api ringan dengan

ketentuan:

1. dapat memadamkan kebakaran baterai,

2. kapasitas 1isi sesuai dengan ketentuan
huruf d; dan



(4)

3. memiliki masa kadaluarsa dan masa tanpa
perawatan paling sedikit 5 (lima) tahun.
Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diletakkan pada tempat:
a. dapat dijangkau oleh pengemudi atau
penumpang;
b. mudah dibuka dan dioperasikan pada saat
terdapat indikasi kebakaran; dan
c. terpasang pada tempatnya dengan kokoh pada
bagian dalam Kendaraan Bermotor agar tidak
mudah Dbergerak saat Kendaraan Bermotor
dijalankan.
Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus tertera informasi tata cara
penggunaan dan spesifikasi material yang mudah
dibaca serta dituangkan dalam bentuk brosur
dan/atau keterangan pada produk alat pemadam
api ringan.
Alat pemadam api ringan yang dapat memadamkan
kebakaran baterai yang digunakan pada Kendaraan
Bermotor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f memiliki spesifikasi material yang mampu
memadamkan kebakaran baterai dan sesuai material
baterai yang digunakan.
Alat pemadam api ringan yang dapat memadamkan
kebakaran baterai yang digunakan pada Kendaraan
Bermotor Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f juga harus disediakan pada
Mobil Barang, Kereta Gandengan atau Kereta
Tempelan yang digunakan untuk pengangkutan
Kendaraan Bermotor Listrik atau komponen baterai
untuk Kendaraan Bermotor Listrik sesuai dengan
tata cara pengangkutan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

4. Pasal 42 dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Penggunaan perisai kolong samping pada Mobil
Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan
harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
Penggunaan alat pemadam api ringan yang dapat
memadamkan kebakaran baterai pada Kendaraan
Bermotor Listrik prototipe dan produksi baru serta
Mobil Barang, Kereta Gandengan atau Kereta
Tempelan yang digunakan untuk pengangkutan
Kendaraan Bermotor Listrik atau komponen baterai
untuk  Kendaraan  Bermotor  Listrik  harus
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.



2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

tud.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 344

p """f:§*%‘suai dengan aslinya
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LA




